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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. LatarIBelakang Penelitian 

Demonstrasi merupakan*kegiatan menyuarakan pendapat di muka 

umum oleh sekumpulan orang untuk menuntut hak-hak, dalam KamusIBesar 

BahasaIIndonesiaIdemonstrasi memiliki definisi*“tindakan bersama berupa 

pawai dan sebagainya dengan membawa panji-panji, poster-poster, serta 

tulisan-tulisan yang merupakan pencetusan perasaan atau sikap.”1 

Demonstrasi merupakan pergerakan massa untuk menolak atau 

menyuarakan pendapat tentang gagasan yang akan di ambil oleh pemerintah 

dimana peserta demo berasal dari para kaum muda mahasiswa yang salah satu 

demonstrasi tersebut yaitu demo menolak RUU KUHP. Menurut para 

mahasiswa Pasal-Pasal yang menjadi penolakan dan timbulnya aksi demokrasi 

oleh para mahasiswa diantaranya Pasal RUU KUHP tentang Korupsi, 

Penghinaan Presiden, Penghinaan bendera, alat kontrasepsi, Aborsi, 

Gelandangan, Zina, Kohabitasi, Pencabulan, Unggas dan hewan ternak, 

Narkoba, Countempt Of Court, Tindak Pidana Terhadap Agama, Pasal yang 

terdapat  dalam RUU KUHP merupakan Pasal yang dapat merugikan 

masyarakat. 

Kegiatan demonstrasi tidak dilarang oleh negara, dimana negara 

menjamin kegiatan tersebut  dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang  

                                                           
1 Badudu-Zain, KamusI Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Pustaka Sinar 

Harapan,1994 , hlm.327 
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menjelaskan  “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya di tetapkan denganIundang-undang.” 

Demonstrasi adalah ciri negara demokrasi dimana  kemerdekaan 

menyampaikan pendapat di muka umum diperbolehkan dalam Pasal 1 Undang-

Undang No 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di 

Muka Umum  

“kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap 
warga negara untuk untuk menampaikan pikiran dengan 
lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung 
jawab sesuai dengan dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku” 

 
YangIdiImaksud dengan penyampaianIpendapat di muka umum  

adalahIpenyampaianIpendapat yang di lakukan secara lisan maupun tulisan 

yang di lakukan oleh individu-individu yang terkumpul dalam suatu himpunan 

atau komunitas. Penyampaian pendapat di muka umun berasal dari suatu 

kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan kemauan suatu kelompok. 

Kegiatan demonstrasi yang di lakukan oleh kelompok tersebut merupakan 

peristiwa yang perlu di sebarluaskan melewati berita yang diliput oleh seorang 

jurnalis. 

Kegiatan demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok 

tertentu merupakan peristiwa yang sangat perlu untuk di kabarkan dan di 

sebarkan terhadap masyarakat peran media dan jurnalis untuk mengabarkan 

peristiwa terkini yang terjadi dan agar masyarakat mengetahui perisrtiwa yang 

terjadi di negara ini. 
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Pers merupakan kebutuhan bagi masyrakat, khususnya masyarakat 

modern, karena masyarakat modern sangat bergantung pada pers untuk 

mendapatkan informasi dalam kehidupannya, masyarakat modern sangat 

mencermati segala perubahan yang terjadi sangat mempengaruhi segala aspek 

kehidupan masyarakat karena semua informasi itu didapatkan melalui pers. 

Seperti yang diungkapkan oleh Mark Harris, bahwa media adalah candu bagi 

masyarakat2 

Banyak pengertian yang menjelaskan definisi mengenai jurnalis atau 

pers salah satunya Pengertian jurnalis atau pers yang  dijelaskanLdalamLPasal 

1 ayat 1 Undang-UndangINo 40ITahunI1999ITentangIPers   adalah  

“lembaga sosial dan wahana komunikasiImassa yang 
melaksanakan kegiatanIjurnalistik meliputi mencari, 
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan 
menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, 
gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun 
dalam bentuk lainnyaIdengan menggunakan media cetak , 
media elektronik, dan segala jenis saluran yangItersedia.”  
 
Penjelasan PasalLtersebut menerangkan bahwa jurnalis atau pers terdiri 

dari orang orang atau yang terhimpun dalam sebuah himpunan atau kelompok 

yang melakukan kegiatan jurnalistik. Setelah memasuki reformasi kebebasan 

pers di Indonesia di jamin olehIPasal 4 Undang-UndangI yaitu Undang-

UndangINo 40ITahunI1999ITentangIPers berbunyi: 

(1) KemerdekaanIpers dijaminIsebagai hak asasi warga negara 
(2)  Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, 

pembredelanIatauIpelanggaran penyiaran 
(3) UntukImenjaminIkemerdekaan pers, persInasional mempunyai hak 

mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi  

                                                           
2 F Rahmadi, Perbandingan Sistem Pers, Gramedia, Jakarta, 1990, hlm. 10 
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(4) Dalam mempertanggungjawabkanIpemberitaan di depan hukum, 
wartawan mempunyai hak tolak  
 

dalam melakukan pekerjaannya wartawan atau jurnalis berdasarkan 

Pasal 8 Undang-Undang No 40 Tahun 1999 TentangLPers “dalam 

melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.” Pekerjaan 

jurnalis yangLtelah mendapat perlindungan olehLnegara agar dapat melakukan 

pekerjaannya dengan aman dan  sesuai kode etik jurnalis yang menjelaskan 

bahwa. 

“KemerdekaanIberpendapat,Iberekspresi, dan persIadalah 
Hak AsasiIManusia yang dilindungi Pancasila, Undang-
Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi 
Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat 
untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna 
memenuhi  kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas 
kehidupan manusia dalam mewujudkanIkemerdekaan pers 
itu,wartawan Indonesia juga menyadariIadanya kepentingan 
bangsa, tanggung jawab sosial, keberagamanImasyarakat, 
danInorma-norma agama”.3 
 
Seorang pers atau jurnalis yang sedang melakukan pekerjaan  peliputan 

salah satunya merupakan kegiatan demosntrasi yang terkadang berakhir ricuh, 

sering mendapat intimidasi untuk tidak melakukan pengambilan gambar atau 

video suatu kejadian yang terjadi dalam demonstrasi tersebut dan apabila sudah 

mengambil foto atau video peristiwa tersebut disuruh untuk di hapus dan tidak 

kabarkan ke masyarakat, tidak hanya intimidasi namun terkadang junalis 

mendapatkan kekerasan dalam melaksanakan pekerjaannya, intimidasi dan 

kekerasan yang di alami mempengaruhi kebebasan pers yang sudah di jalankan 

sejak masa reformasi dimana pada tahun 1999 telah di  buat aturan mengenai 

                                                           
3 Kode Etik Jurnalistik  
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pers yaituIUndang-Undang NoI40 Tahun 1999ITentangIpers. Undang-Undang 

tersebut menjadi perlindungan hukum bagi para jurnalis dalam melaksanakan 

pekerjaannya namun ketika seorang jurnalis mengalami intimidasi dan 

kekerasan dalam pekerjaannya terkadang aturan tersebut dalam penegakan 

hukum di abaikan. 

PekerjaanLjurnalis yangLmencari danLmeliput kejadian berdasarkan 

fakta untuk  dibuat menjadi berita dan di sampaikan kepada masyarakat   agar 

masyarakat dapat menerima informasiImengenaiIapaIyang sedangIterjadi. 

Namun pada faktanya ketika wartawan sedang melakukan tugasnya ada saja 

yang menghalang-halangi pekerjaan yang di lakukan oleh wartawan padahal 

sudah di jelaskan dalam  Pasal 18IAyat 1IUndang-UndangINo 40LTahun1999 

TentangIPers 

“Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja 
melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau 
menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan 
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 
tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima 
ratus juta rupiah)”. 
                                           
Pekerjaan jurnalis harus memiliki jaminan kebebasan pers, kebebasan 

pers adalah berupaIhakLuntukLmemperolehLinformasi yang diperlukan dalam 

membentuk dan membangunIsecara bebas pemikiran dan pendapatnya 

mengenai suatu perisitiwa danIhakLuntukLmenyatakanLpikiran danIpendapat, 

kebebasan pers merupakan ciri suatu negara demokrasi. 

Dalam melaksanakan tugasnya jurnalis sering mengalami kekerasan 

secara fisik, di halang-halangi saat mengambil gambar, video, khususnya dalam 

peliputan demosntrasi yang merupakan kegiatan yang menghimpun banyak 
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massa masyarakat dan pihak aparat kepolisian dan TNI. Kekerasan fisik sering 

terjadi  terhadap jurnalis di masa keterbukaan informasi pada saat ini di negara 

demokrasi  

Menurut para ahli, kekerasan yang digunakan sedemikian rupa 
sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik 
maupun psikis, adalah kekerasan yang bertentangan dengan 
hukum. Oleh karena itu merupakan kejahatan. Dengan pola 
pikir tersebut, maka pengertian istilah kekerasan semakin 
jelas, terutama jika kita bersama menyimak definisi tersebut di 
bawah ini :4 
 
Dari berbagai bentuk kekerasan itu sebenarnya dapat digolongkan ke 

dalam dua bentuk, yaitu kekerasan langsung dan kekerasan tidak langsung. 

Kekerasan langsung adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan secara 

langsung terhadap pihak-pihak yang ingin dicederai atau dilukai. Bentuk 

kekerasan ini cenderung ada pada tindakan-tindakan, seperti melukai orang lain 

dengan sengaja, membunuh orang lain, menganiaya, dan memperkosa. 

Kekerasan tidak langsung adalah suatu bentuk kekerasan yang dilakukan 

seseorang terhadap orang lain melalui sarana. 

Perbuatan penganiayaan diatur dalamIKitabLUndang-Undang Hukum 

PidanaL(KUHP) padaIbab XXIPasal 351Lsampai PasalI358. “Yang dimaskud 

denganLpenganiayaanLitu ialah kesengajaanLmenimbulkanIrasa sakitLatau 

menimbulkan luka pada tubuh orang lain”.5 

Dan terdapat perbuatan kekerasan yang dilakukan bersama-sama atau 

disebut pengeroyokan yang diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-

                                                           
4 Prof. Dr. H. Romli atmasasmita,S.H., LL.M Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, 

PT.Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 65 
5 P.A.F Lamintang, Theo Lamintang, KEJAHATAN TERHADAP NYAWA, TUBUH, 

& KESEHATAN , Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 131 
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Undang Hukum Pidana “barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga 

bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan 

pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Unsur-Unsur dalam Pasal 

170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat Barang siapa, Dengan 

terang-terangan/secara terbuka dan, tenaga bersama/secara bersama-sama, 

menggunakan/melakukan kekerasan, terhdap orang/manusia atau barang  

HukumLpidana yang merupakanLaturanLhukum yang sifatnya 

memaksa memerlukan ilmu bantu untuk dapat menemukan siapa tersangka atau 

pelaku yang tidak mentaati aturan hukum yang telah ada salah satu ilmuIbantu 

hukum pidanaIyaitu ilmu kriminologi untuk dapat membantu mengetahui motif 

dan tindakan pelaku melakukan perbuatan tersebut. 

Jurnalis Tri Kurnia Tunianto mendapat tugas untuk melakukan liputan 

terhadap demonstrasi menolak RUU KUHP pada pukul 19.00 malam hari 

meliput kerusuhan di depan pintu gerbang DPR/MPR. Tri melakukan 

pengambilan diluar gedung DPR/MPR pukul 8 malam redaktkur mengabarkan 

untuk mundur dan masuk ke gedung DPR/MPR 

Tri pun beristirahat dan menemui rekan pers di kantin belakang 

(samping pintu masuk sepeda motor setelah beristirahat terjadi kembali 

kerusuhan di arah Jalan Palmerah belakang gedung DPR/MPR antara pendemo 

dan polisi, Polisi membubarkan pendemo dengan menggunakan gas air mata. 

Tri Kurnia mendekati lokasi kejadian mengambil kamera dan merakam kejadian 

tersebut. 
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Ketika perjalanan ke kantin belakang masuk sepeda motor oknum 

brimob dan mendekatinya dan menuduh bahwa Tri Kurnia adalah merupakan 

mahasiswa dan mulai memukulnya Tri Kurnia berteriak bahwa dirinya adalah 

jurnalis dan memnunjukan id persnya yang dikalungkan oknum anggota tidak 

menghiraukan dan berusaha merebut HP, oknum polisi menghapus video yang 

terakhir kali direkamnya saat kejadian pengeroyokan Tri memperkiraakan 

mendapat 5-7 kali pemukulan dan tendangan di bagian kepala bagian atas, 

pelipis kanan dan kiri. Selain itu, dia sempat merasakan sekali jambakan rambut 

bagian atas. Bagian dada sebelah kanan juga dipukul. Paha kanan dan kiri 

merasakan tendangan (ada bekas sepatu di celana sebelah kiri). 

Polisi mulai menginterogasi. Polisi menggeledah tas dan barang 

bawaan. Lokasi penggeledahan di area pos keamanan pintu masuk mobil. Selain 

itu, semua rekaman video dihapus. Polisi juga mengkonfirmasi pada redaktur 

melalui sambungan telpon whatsapp. Setelah itu, polisi melepaskan Tri. 

Sementara itu, Vanny El Rahman jurnalis IDN Times  ditendang dan 

dipaksa menghapus foto serta video di ponselnya saat meliput aksi demonstrasi 

di Flyover Slipi, sekitar pukul 21.40 WIB Selasa malam. Ketika itu polisi 

memukul mundur demonstran.  

Vanny mengaku melihat polisi menangkap satu orang demonstran. 

Polisi itu mendekap kepala demonstran sebelum memukulnya dengan tameng 

dari belakang. Vanny pun merekam kejadian tersebut hingga akhirnya polisi 

memintanya untuk menghentikan rekamannya. Dua polisi tiba-tiba 

menghampirinya dan langsung menganiaya, ditendang dan kartu pers-nya 
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ditarik paksa. Vanny juga diminta menghapus video dan foto yang di ponselnya. 

Vanny menolak. Dia beradu mulut dengan polisi.6 

Dari latar belakang dan sinopsis  di atas, penulis memilih judul  

“KAJIAN YURIDIS KRIMINOLOGIS KEKERASAN TERHADAP 

JURNALIS DALAM PELIPUTAN DEMONSTRASI DIHUBUNGKAN 

DENGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERS JoLKITABLUNDANG-

UNDANGLHUKUM PIDANA”. 

B. IdentifikasiIMasalah  

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap jurnalis yang mendapat 

kekerasan saat peliputan demonstrasi dihubungkan Undang-UndangLNo 

40LTahunI1999ITentangIPers? 

2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap jurnalis 

berdasarkan perspektif kriminilogis ? 

3. Bagaimana  peranan organisasi jurnalis dan Dewan Pers dalam 

perlindungan hukum terhadap anggota jurnalis yang mendapat kekerasan 

saat peliputan demonstrasi ? 

C. TujuanIPenelitian 

1. UntukLmengetahui,Lmengkaji,LdanLmenganalisis tentang perlindungan 

hukumLterhadap jurnalis yangLmendapat kekerasan saat peliputan 

demonstrasi di hubungkan Undang-UndangINo 40 Tahun 1999 Tentang 

Pers. 

                                                           
6  https://tirto.id/jurnalis-dilindungi-uu-pers-polisi-kok-main-pukul-saja-eiJC 
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2. UntukLmengetahui,Lmengkaji,LdanLmenganalisisLtentangLfaktor-faktor 

penyebab terjadinya kekerasan terhadap jurnalis berdasarkan perspektif 

kriminilogis.  

3. UntukLmengetahui,Lmengkaji,LdanImenganalisisItentangLupaya peranan 

organisasi jurnalis dan dewan pers terhadap anggota jurnalis yang mendapat 

kekerasan saat peliputan demonstrasi. 

D. KegunaanIPenelitian  

1. Secara teoritis 

Penelitian  ini  diharapkan bermanfaat bagi LpengembanganLIlmuLHukum  

secara Lumum  dan  secara Lkhusus  bermanfaatIbagiIpengembanganIIlmu  

Hukum Jurnalis, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah 

referensi mengenaiLhal-halLyang berkaitan denganIpenerapan 

hukumLdalam pengaturan masalah kekerasan jurnalis dalam peliputan 

demonstrasi.  

2. Secara praktis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikanLilmuIdanImasukanIpositif 

terhadapLpeneliti untukLlebihLmengetahuiLmengenaiLaspekLhukum 

kekerasan terhadap jurnalis dalam peliputan demonstrasi. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta evaluasi 

terhadap instansi terkait Organisasi Jurnalis dan Dewan Pers terhadap 

anggota Jurnalis yang mengalami kekerasan dalam peliputan 

demonstrasi. 
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E. Kerangka Pemikiran  

Suatu negara untuk menjamin masyarakat tertib, aman dan sejahtera 

agar tercapai suatu cita-cita negara dan suatu pemerintahan yang baik negara 

harus hadir dengan memberikan aturan-aturan yang dibutuhkan oleh 

masyarakat agar mendapat suatu kepastian hukum. Menurut Utrecht, kepastian 

hukum mengandung dua pengertian,7 

yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat 
individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh 
dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari 
kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang 
bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh 
dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu 
 
Negara KesatuanIRepublik Indonesia merupakanInegara hukumLyang 

dijelaskan dalamLPasalL1 AyatL3 Undang-UndangLDasar 1945 “ Negara 

Indonesia adalah Negara hukum” Sebagaimana negara Lhukum  maka negara  

Indonesia  harusLselaluLmenjamin  semuaLwarga  negara  bersamaan  

kedudukannyaIdi dalamIhukum danIpemerintahan  sertaIwajibLmenjunjung  

hukum  dan  pemerintahan  itu denganItidakIada kecualiannya. 

HalLtersebut jugaLtercantumLdalam pembukaanLUndang-Undang 

DasarL1945Lalinea ke empat yang menyatakan bahwa: 

“Kemudian dari  pada  itu untuk membentuk suatu pemerintah 
negara Indonesia  yang  melindungi  segenap  bangsa  
Indonesia dan  seluruh  tumpah darah  Indonesia  dan  untuk  
memajukan  kesejahteraan umum , mencerdaskan kehidupan 
bangsa, dan ikut melaksanakan  ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 
sosial, maka disusunlah  kemerdekaan  kebangsaan  Indonesia 
itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia  

                                                           
7 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti,Bandung, 

1999, hlm.23 
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yang  berkedaulatan  rakyat dengan berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, 
Persatuan Indonesia, Kerakyatan  yang  dipimpin  oleh  hikmat  
kebijaksanaan  dalam  permusyawaratan perwakilan serta 
dengan  mewujudkan  suatu  keadilan  sosial  bagi seluruh 
rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 
Indonesia”.8 
 
H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya 

mengenaiImakna yang terkandung dalamIPembukaan Undang-UndangIDasar 

1945 alinea keempat tersebut, yaitu: 

Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang 
Pancasila yang terdiri dari limasila. Pancasila secara 
substansial merupakan konsep yang luhur dan murni; luhur, 
karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan 
turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman 
substansi yang menyangkut beberap aspek  pokok, baik 
agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang 
memiliki corak partikular.9 
 
Dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara harus 

dapat melindungi hak warga negara tanpa memandang status sosial dan 

pekerjaan warga negara, hak persamaan hukum ini terkandung dalam PasalI27 

Ayat 1 Undang-UndangIDasar 1945Iyang berbunyi sebagaiLberikut: “segala 

warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan 

wajib menjungjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 

Dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia menganut teori 

keadilan, menurut John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “liberal-

egalitarian of social justice”, 10 

                                                           
8 Undang-UndangIDasar 1945  
9 H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan 

dan Membuka Kembali, ReflikaIAditama, Bandung, 2005, hlm. 158 
10 Pan Mohamad Faiz,“Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 

6 Nomor 1,2009, hlm. 135. 
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berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari 
hadirnya institusi-institusi sosial (social institutions). Akan tetapi, 
kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan 
atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah 
memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari 
keadilan 
 
Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan 

sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan 

status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang 

lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang 

seimbang11 

Pancasila yang menjadi dasar dalam pembentukan Undang-Undang 

Dasar 1945 dalam sila kelima disebutkan  keadilan bagi seluruh rakyat 

Indonesia, keadilan dijamin oleh negara bagi seluruh warga Indonesia karena 

implementasi dari sila kelima Pancasila  

Keadilan Sosial dalam pemikiran Prof. Notonagoro dan Soekarno 

Founding Fathers 1) Pengertian adil menurut Prof. Notonagoro (1971: 162) 

Dipenuhinya segala sesuatu yang telah merupakan hak di dalam hidup bersama 

sebagai sifat hubungan antara  satu dengan yang lain, mengakibatkan bahwa 

memenuhi tiap-tiap hak di dalam hubungan antara yang satu dengan yang lain 

adalah suatu wajib. Adil pada hakikatnya mempunyai makna: adanya 

pemenuhan wajib yang merupakan hak dalam hidup manusia; lebih 

                                                           
11 Pan Mohamad Faiz, . “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, 

Volume 6 Nomor 1,2009, hlm.136 
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mengutamakan wajib daripada hak; dan pemenuhan wajib dan hak itu sendiri 

meliputi : 12 

1. hubungan negara dengan warga negara yang selanjutnya disebut keadilan 

distributive,  

2. hubungan warga negara dengan negara yang disebut keadilan legal, dan  

3. hubungan antar sesama warga Negara dan disebut keadilan komutatif. 

Dan wargaLnegara diperbolehkan untuk berkumpul dan 

mengemukakan pendapatnya diLmukaLumum yang diatur dalamIPasalL28 “ 

kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran, dengan lisan 

dan tulisan dan sebagainya di tetapkan dengan Undang-Undang” kebebasan 

tersebut lebih di jelaskan dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945  

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 
informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan 
sosialnya, serta berhak untuk mencari memperoleh, 
memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 
informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang 
tersedia 
 
DalamLPasal ini dapat dilihatLbahwa warga negara berhakIuntuk 

berkomunikasi danImemperoleh informasiIdan menyebarkan informasiIyang 

terjadi, dilihat dan merasakannya langsung berdasarkan keadaan yang 

sebenarnya. Setiap manusia memiliki pemikiran sebagai manusia merdeka 

dapat melakukan hal-hal tanpa ada batasannya dimana setiap individu- individu 

akan membentuk suatu kelompok masyarakat. 

 Manusia merupakan mahluk sosial karena manusia sebagai 
perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul 

                                                           
12  Yunie Herawati, KONSEP KEADILAN SOSIAL DALAM BINGKAI SILA KELIMA 

PANCASILA, Volume 18, Nomor 1, 2014,hlm 23 
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dengan individu-individu lain dan membentuk kelompok 
manusia yang hidup bersama atau disebut dengan 
masyarakat13 
 
Dari masyarakat tersebut akan terbentuk suatu negara dimana suatu 

negara terbentuk karena ada masyarakat atau kelompok yang hidup disana dan 

terbentuklah suatu Negara yang berdaulat karena memiliki wilayah dan warga 

negara. Untuk mengontrol warga negaranya diciptakan aturan hukum untuk 

mengontrol sosial atau menjadi instrumen/sarana yang menjamin hubungan 

negara dan masyarakat terjamin. 

“Hukum merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang di 

jalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan 

penduduk baik di dalam maupun luar wilayahnya.”14 DalamIhal ini negara hadir 

untuk warga negaranya yang memiliki masalah hukum baik di dalam kesatuan 

wilayah ataupun di luar wilayah negara. 

“Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan 

menetapkan apa yang di haruskan, apa yang di perbolehkan.”15 Dengan 

demikian hukum mengatur apa yang di perbolehkan oleh masyarakat untuk di 

lakukan  dan apa yang tidak di perbolehkan untuk di lakukan masyarakat apabila 

masyarakat melakukan hal yang tidak di perbolehkan maka perbuatan tersebut 

merupakan perbuatan melawan hukum dimana aparat penegak hukum dapat 

memberi hukuman bagiLorangLyangLmelakukanLperbuatan melawan hukum. 

                                                           
13 Mochtar Kusumaatmadja, dan Arief Sidharta, Pengantar Ilmu HUkum, Alumni, 

Bandung , 2009, hlm. 9 
14 SoerjonoISoekamto, Sosiologi: suatu pengantar, Jakarta, Rajawali Pers, 1990, hlm. 

129 
15 Sudarto, Kapita Selekta Hukum, alumni, Bandung, 1986, hlm. 111 
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IndonesiaLyang merupakan NegaraLhukum menganut sistem 

pemerintahan demokrasi, “demokrasi yang berasal dari kata demos dan kratos 

berarti pemerintahan dari untuk oleh rakyat. Amin Rais”16 yang menjelaskan 

dalam proses bernegara bahwa kekuasaan tertinggi berada di tanganIrakyat 

karena negara demokrasi pemerintahannya berasal dari rakyat, oleh rakyat, 

untuk rakyat. 

Setelah  masa ordeLbaru berakhir negaraLIndonesia masuk ke masa 

reformasi pada tahun 1998 dimana kepemimpinan dari Presiden Soeharto 

dilanjutkanLoleh PresidenLB.J Habibie padaLera reformasiLdemokrasi yang 

digunakan demokrasi yang berlandasLpada PancasilaLdan Undang-

UndangLDasar 1945. Prinsip prinsip demokrasi pada orde baru tidak 

diberlakukan dan berusaha dilaksanakan pada era reformasi seperti prinsip-

prinsip demokrasi: 17 

1. Kebebasan individu  

Dalam demokrasi, negara harus menjamin kebebasan warga negara dalam 

berbagai bidang, misalnya kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan 

berusaha, dan sebagainya namun, tentunya kebebasan tersebut harus 

dilakukan dengan tanggung jawab, perlu dingat bahwa kebebasan satu orang 

akan dibatasi oleh kebebasan orang lain dengan demikian setiap masyarakat 

dapat melakukan kebebasan yang dijamin undang-undang dengan tidak 

merugikan kepentingan orang lain. 

                                                           
16 AminIRais, Pengantar Dalam Demokrasi dan proses politik, LP3ES, Jakarta, 1986, 

hlm. 5 
17 Tri Dwi Sulisworo, Demokrasi, 2012, hlm. 16 
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2. Pers yang bebas 

Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers harus 

dijamin oleh negara pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap 

pemerintah maupun diri seorang pejabat  

Negara Indonesia setelah masa reformasi telah melaksanakan prinsip 

prinsip demokrasi berupa kebebasan individu dan pers yang bebas dimana pada 

tahun 1999 Undang-Undang tentang pers dibuat dan pers di perboleh 

mengeksprisikan diri dan memuat berita yang mengritik pemerintah dan 

mengabarkan peristiwa berdasarkan fakta kepada masyarakat di seluruh 

wilayah Indonesia. 

Ilmu kriminologi adalah ilmu bantu hukum pidana untuk dapat 

menemukan faktor-faktor pelaku melakukan kejahatan, faktor-faktor kejahatan 

yang telah diketahui dapat membuat para penegak hukum melakukan upaya 

pencegahan agar kejahatan tersebut tidak terjadi kembali, dan bahan-bahan 

yang di dapat dari ilmu kriminologi berdasarkan  kebutuhan-kebutuhan 

masyarakatIdalam memberantasIkejahatan. Bahan-bahan tersebut di berikan 

kepada pembentuk Undanng-Undang untuk disusun dan di bentuk suatu aturan 

yang di butuhkan masyarakat. Ilmu kriminologi sendiri memiliki pengertian 

sebagai berikut: 

Sutherland merumuskan kriminilogi sebagai keseluruhan ilmu 
pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai 
gejala sosial (Santoso dan Zulfa, 2001:10). Sutherland juga 
mengemukakan bahwa yang termasuk dalam bidang kriminologi 
adalah proses-proses dari pembuatan undang-undang, 
pelanggaran dari undang-undang, dan reaksi-reaksi terhadap 
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pelanggaran undang-undang tersebut (Purniati dan Darmawan, 
1994:1) 18 
 Bonger mengemukakan definisinya tentang kriminologi yaitu ilmu 

pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas luasnya ( 

Bonger,1992: 21).19 Faktor-faktor kejahatan tersebut dapat diketahui melalui 

ilmu kriminologi denganLteori-teori yang berkaitan dengan kasus 

permasalahan yang   dikemukakan olehL Travis Hirchi (1969) yaitu teori 

kontrol sosial dimana sebagai pelopor teori ini, mengemukakkan bahwa, 

“perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok – kelompok sosial 

konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau 

terikat dengan individu” 20 

Perspektif kontrol sosial adalah perspektif yang terbatas untuk 
penjelasan delikuen dari kejahatan. Teori ini meletakan kejahatan 
penyebab kejahatan pada lemahnya integrasi sosial. Kelompok – 
kelompok individu yang lemah ikatan sosialnya cenderung 
melanggar hukum karena merasa sedikit terikat dengan peraturan 
konvensional. Jika seseorang dekat dengan kelompok 
konvensional, sedikit sekali kecenderungan penyimpangan dari 
aturan – aturan kelompoknya. Tapi jika ada jarak sosial sebagai 
dari hasil putusnya ikatan, seseorangan merasa lebih bebas untuk 
menyimpang21 
 
Dan teori  Edwin H.Sutherland, Sutherland menemukan teori yang 

bernama Differential Association padaI tahun 1939LdanLkemudian pada 

tahunL1947 yang menjelaskan::  

“bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang di 
pelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah 
laku dapat di pelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, 

                                                           
18 Anang Priyanto, KRIMINOLOGI, OMBAK, Yogyakarta, 2012, hlm 2 
19 Ibid, hlm. 2 
20 YesmilIAnwar Adang, Kriminologi, RefikaIAditama, Bandung, 2010, hlm. 102 
21 Ibid, hlm. 101-102 
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perbedaan tingkah laku yang comform dengan criminal 
adalah apa dan bagaimana sesuatu itu di pelajari”22  
 
Bahwa dalam teori tersebut menjelaskan perilaku kriminal berasal dari 

pembelajaran yang terjadi dalam lingkungan sosial pelaku tersebut untuk 

melakukan suatu kejahatan.  

KriminologiLdalam pandanganLEdwin H. SutherlandLdan Donald R 

CresseyLdi bagi menjadiLtiga cabangIutama :23 

1. Sosiologi hukum (sociology of law) cabang kriminologi ini merupakan 

analisis ilmiah atas kondisi berkembangnya hukum pidana. dalam 

pandangan sosiologi hukum, bahwa kejahatan itu di larang dan diancam 

dengan suatu sanksi, jadi menentukan suatu perbuatan itu merupakan 

kejahatan dalam hukum.  

2. Etilogi kejahatan: merupakan cabang kriminologi yang mencari sebab 

musabab dari kejahatan. 

3. Penology: merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland 

memasukan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian 

kejahatan baik represif maupun preventif. 

BerdasarkanIteori  Edwin H.LSutherland Dan LDonald R. Cresey objek 

pembelajaran ilmu kriminologi adalah kejahatan, faktor- faktor terjadinya 

kejahatan, sanksi yang di berikan, dan usaha pengendalian kejahatan. 

KriminologiLmerupakan ilmu bantu hukum pidana dimana kedua ilmu 

tersebut saling melengkapi, dimana kriminologi mempelajari mengenai faktor- 

                                                           
22 YesmilIAnwar Adang, Kriminologi, RefikaIAditama, Bandung, 2010,, hlm. 741 
23 Ibid hlm. 6 
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faktor seseorangLmelakukan kejahatan,Lfaktor-faktor tersebut diantara lain 

yaitu:24 

1. Faktor Human Calculating  

Dimana orang akan melakukan kejahatan karena telah memperhitungkan 

untung dan ruginya melakukan perbuatan tersebut. Aliran ini merupakan 

aliran klasik atau sering di sebut juga dengan ajaran Hedonistic Psychology. 

2. Faktor Lingkungan  

Dimana orang melakukan kejahatan karena ada pengaruh dari lingkungan 

aliran ini merupakan aliran positivisme ilmu.  

3. Faktor Bakat Dan Lingkungan  

Dimana faktor bakat (bawaan lahir) dan lingkungan bersama-sama 

mempengaruhi seseorang melakukan perbuatan jahat. Aliran ini merupakan 

aliran kombinasi antara aliran klasik dengan positivisme 

Kejahatan merupakan suatu tingkah laku yangLdilarang oleh aturan 

hukumLyangLberlaku di lingkungan tersebut seseorang yang melakukan 

kejahatan dianggap oleh masyarakat di lingkungannya sebagai perilaku yang 

menyimpang menurut Sutherland “kejahatan adalah  perilaku yang dilarang 

oleh negara karena merugikan terhadapnya negara bereaksi dengan hukuman 

sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya” 25 

Salah satu bentuk kejahatan yaitu kejahatan kekerasan, kekerasan 

tersebut memiliki definisi:  

                                                           
24 YesmilIAnwar Adang, Kriminologi, RefikaIAditama, Bandung, 2010, hlm. 195-

199 
25 Ibid, hlm. 179 
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“ kekerasan (violence) merujuk pada tingkah laku yang 
pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, 
baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu 
tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan 
terhadap harta benda  atau fisik atau mengakibatkan 
kematian pada seseorang”26 
Kejahatan kekerasan memiliki karakteristik berupa agresifitas dari 

seseorang ataupun kelompok yang melakukan kejahatan kekerasan terhadap 

seseorang. Seperti kasus yang terjadi dialami oleh jurnalis yang dalam 

pekerjaannya meliput kegiatan demonstrasi yang di lakukan oleh mahasiswa di 

saat melakukan pekerjaannya di halang-halangi dan mendapat kekerasan dan 

intimidasi oknum penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan harus diberikan 

agar terciptanya keadilan bagi korban dan terciptanya ketentraman terhadap 

masyarakat.  

Menurut Soerjono Soekamto masalahLpokok penegakanLhukum 

sebenarnya terletakLpada faktor-faktorLyangImungkinLmempengaruhi, faktor-

faktor tersebut adalahIsebagaiIberikut:27 

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan di batasi pada 

undang-undang saja. 

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun 

menerapkan hukum. 

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. 

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau 

di terapkan. 

                                                           
26 RomliIAtmasasmita, Teori Dan Kapita SelektaIKRIMINOLOGI, RefikaAditama, 

Bandung, 2013, hlm.66 
27 Soerjono Soekanto,IFaktor-Faktor Yang MempengaruhiIpenegakan hukum, 

Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hlm. 8 
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5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di 

dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup 

Di negara Indonesia, suatu kejahatan dapat dikenakan hukuman apabila 

ada aturan hukum yang mengatur mengenai kejahatan tersebut karena Indonesia 

menganut asas Ilegalitas yang tertuang dalamIPasal 1Iayat (1) KUHPIyang 

berbunyi:  

“tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan 

pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan di 

lakukan” 

Menurut Thomas Santoso, teori kekerasan dapat dikelompokkan ke 

dalam tiga kelompok besar, salah satunya yaitu :28 

Teori Kekerasan Struktural Menurut teori ini kekerasan 
struktural bukan berasal dari orang tertentu, melainkan terbentuk 
dalam suatu sistem sosial. Para ahli teori ini memandang 
kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor (individu) atau 
kelompok semata, tetapi juga dipengaruhi oleh suatu struktur, 
seperti aparatur negara. 

Kejahatan kekerasan dalam hukum Indonesia termasuk kejahatan 

penganiayaanLyang diaturLdalam BABLXX KitabLUndang-UndangLHukum 

PidanaL(KUHP)IPasal 351-358LKUHP dimanaIPasal-Pasal tersebut mengatur 

dari penganiayaan ringanihingga penganiayaan yang mengakibatkanIkematian. 

Penganiayaan  yang sering  di alami jurnalis saat peliputan demonstrasi 

termasuk ke dalam penganiayaan ringan, penganiayaan ringan di atur 

dalamLPasal 351Iayat (1)IKUHP yang menejelaskan:  

                                                           
28Setiawan, Chyntia Nathania dan Bhima, Sigit Kirana Lintang dan Dhanardhono, 

FAKTOR- FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEJADIAN KEKERASAN DALAM RUMAH 
TANGGA DAN PELAPORAN PADA PIHAK KEPOLISIAN, 2018, hlm. 10 
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“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun 

delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah” 

Yang dimaksud penganiayaan dalamLPasal 351 KUHP di atas  ialah 

kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain dengan 

demikian seseorang telah dianggap melakukan penganiayaan terhadap orang 

lain, maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan. 

Seseorang yang telah melakukan kejahatan penganiayaan harus di 

hukum sesuai denganIaturan hukum yang berlaku tidak memandang jabatan 

atau kedudukan yang di lakukan oleh seseorang sesuai dengan asasIequality 

beforeIthe lawIyang tertuang dalamIPasal PasalI27 ayatI(1)LUndang-Undang 

DasarL1945 “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 

dan pemerintahan dan wajib menjujung hukum dan pemerintahan itu dengan 

tidak ada kecualinya.”  

F. MetodeIPenelitian 

Metode penelitian adalah prosedur cara memperoleh pengetahuan yang 

benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis.29 MetodeLini 

merupakan srategi dalam mengumpulkan data-data maupun informasi yang 

nantinya diperlukan untuk menjawab persoalan yang di hadapi, melalui 

berbagai metode yang digunakan. UntukLmenghasilkan jawabanLtersebut 

dilakukanLpengumpulan, pengolahanIdan analisisIdata melalui metodeIyang di 

gunakan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, penelitian merupakan 

                                                           
29 Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm.2. 
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prosesIyang berjalanLsecara terus-menerusLhal tersebutLsesuai dengan 

metode yang digunakan. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis 

yaitu suatu metode penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan 

daripada objek yang diteliti dengan menggunakan data atau mengklasifikasinya, 

menganalisa, dengan menulis data sesuai dengan data yang diperoleh dari 

masyarakat.30 

UntukLdapatLmengetahui, menggambarkan danLmembahasLsuatu 

permasalahan serta mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dikaji, 

makaLdiperlukan adanyaIpendekatan denganImempergunakanImetode-

metodeLtertentu yang bersifatLilmiah untuk mendapatkan kebenaranLsecara 

sistematis, metodologisLdan konsisten. MetodeLpenelitian yangLakan 

digunakanLdalam penulisanLskripsi iniIadalah sebagaiIberikut: 

1. SpesifikasiIpenelitian  

 Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu melukiskan fakta-fakta 

dari data yang diperoleh berdasarkan kenyataan. Fakta tersebut kemudian 

dikaitkan dengan hukum yang berlaku, dibahas, dianalisis, dan ditarik 

kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang 

ada31 

 

                                                           
30 Martin Stainman dan Gerald William, Metode Penelitian Skripsi dan tesis, Angkasa, 

Bandung, 1974, hlm. 97 
31 Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja 

Grafindo Persada, 2003, hlm. 118 
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2. MetodeIpendekatan  

Penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis 

normatif32 PenelitianLhukum normatifLadalah penelitianLhukum yang 

dilakukanLdengan caraLmeneliti bahanLpustaka/data sekunderLbelaka. 

PenelitianLini menitikberatkanLpada ilmu hukum khususnya ilmu mengenai 

kriminologi sertaLmenelaah kaidah-kaidahLhukum yangLberlaku terutama 

terhadapLkajian  yuridis kriminologis kekerasan terhadap jurnalis dalam 

peliputan demonstrasi ditelaah, dimana ilmu mengenai kajian  yuridis 

kriminologis kekerasan terhadap jurnalis dalam peliputan demonstrasi dapat 

dilakukan menurut study kepustakaanL(Library Research) danLpenelitian 

lapanganL(field research). 

3. TahapIpenelitian  

UntukLmemperoleh dataLyang diperlukan,Lpenelitian iniIdilakukan 

denganLdua tahap,Iyaitu: 

a. PenelitianIkepustakaan (library reseach) 

Penelitian ini bertujuanLuntukLmengkaji, meniliti, danImenelusuri 

dataLsekunder berupaLbahan hukumLprimer, sekunderLdan tersier  

1) BahanLhukum primer, merupakan bahan hukum yangLbersifat 

autoratifLartinya mempunyaiLotoritas, yangLterdiri dariIperundang-

undangan,LUndang-UndangLDasar, TAPLMPRLUndang-Undang, 

                                                           
32 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 97-98 
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Perpu,LPeraturan Pemerintah,IPeraturan Presiden,LPeraturan Daerah 

Provinsi,LPeraturan Daerah kota/kabupatenLmeliputi: 

a) Undang-UndangIDasarL1945 

b) KitabIUndang-Undang HukumIPidana  

c) Undang-UndangINo 40ITahun 1999ITentangIPers 

d) PERKAPOLRI No 9 Tahun 2008 Tata Cara 

Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan 

Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di 

Muka Umum  

e) Kode Etik Jurnalistik 

2) BahanIhukum sekunderIadalah berbagai literature dan hasil penelitian 

yang relevan dengan materi penelitian yang membantu dan atau 

menunjangIbahan hukumIprimer 

3) BahanLhukum tersierLadalah bahanLhukum yangLdi gunakanIuntuk 

memperjelas serta menjelaskan bahanLhukumIprimer, meliputi: 

a) Ensiklopedia  

b) Artikel  

c) Majalah 

d) Situs internet 

e) Kamus  

b. PenelitianIlapanganI(field reseach) 

PenelitianLlapangan yaituLsuatu caraLmemperoleh dataLyang 

dilakukan denganImengadakan observasiIuntuk 
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mendapatkanIketerangan-keterangan yang akan di olah dan dikaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yangIberlaku33 

4. TeknikIpengumpulan data 

TeknikLpengumpulan dataLyang dilakukanIpeneliti dalam mencari 

dan menelaah data untuk keperluan penelitian yaitu teknikLpengumpulan 

dataLyang di gunakan adalahLstudi kepustakaanI(library reseach) danIstudi 

lapanganI(field reseach). 

a. PenelitianIkepustakaanI(library reseach) 

TeknikLini dilakukan melaluiLpendekatan yuridisLnormatif 

dimanaLpengumpulan dataLdi lakukan denganLmengumpulkan, 

mengolahIdata yangIberasal dariLbahan-bahan hukumLprimer, 

sekunder, tersier yangIkemudian di susun menjadiIuraian yangIteratur 

danIsistematis. 

b. Penelitian lapanganI(field reseach) 

TeknikLini dilakukan untukLmengumpulkan, menelitiLdan 

mengolahLdataLprimer yangLdi peroleh dariIlapangan yang berkaitan 

denganLmateri kajian yuridis kriminologis kekerasan terhadap jurnalis 

dalam peliputan demonstrasi di hubungkanLUndang-Undang NoL40 

TentangLPers Jo KitabLUndang-UndangLHukumLPidana. 

5. AlatIpengumpulanLdata 

a. StudiLperpustakaanI(library reseach) 

                                                           
33 Ibid, hlm. 15 
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AlatLpengumpulan dataLyang digunakan dalamLstudi 

kepustakaanIyaitu alatItulis, bukuIcatatan,Ilaptop, danIflashdisk dengan 

mempelajariLliteratur berupa peraturanLperundang-undanganLyang 

berlakuLdan bahanLlain yang berkaitan denganLkajian yuridis 

kriminologis kekerasan terhadap jurnalis dalam peliputan demonstrasi 

dihubungkanLUndang-Undang NoL40 TahunL1999 TentangLPers Jo 

KitabLUndang-UndangLHukumLPidana. 

b. StudiIlapangan (field reseach) 

AlatIpengumpulan dataIyang di gunakan dalamIpenelitian 

lapanganLberupa wawancaraLdengan instansi-instansiLyangLterkait, 

organisasi jurnalis yangLberkaitan dengan kajian yuridis kriminologis 

kekerasan terhadap jurnalis dalam peliputan demonstrasi.  

6. AnalisisIdata  

DataIhasil penelitianIkepustakaan dan dataIhasil penelitianIlapangan 

dianalisisIdengan menggunakanImetode yuridisIkualitatif yaitu denganIcara 

melakukanIpenggambungan dataIhasil studiLliteratur dan studiLlapangan. 

Narasumber dari pada penelitian ini terdiri dari anggota Dewan Pers, anggota 

Organisasi Jurnalis, polisi dari Kepolisian Daerah Metro Jaya, jaksa 

padaIKejaksaan negeriIJakarta Pusat,Ldan Pengadilan Jakarta Pusat tentang 

kajian yuridis kriminologi kekerasan terhadap jurnalis dalam perliputan 

demonstrasiidihubungkan Undang-Undang NoI40 TahunI1999 TentangIPers 

JoIKitabLUndang-Undang HukumLPidana. 

 



29 
 

7. LokasiIpenelitian  

PenelitianLuntuk penulisanLhukum iniLberlokasi di tempatLyang 

mempunyaiLkorelasi denganLmasalah yang dikajiLoleh peneliti,Ladapun 

lokasi penelitianLyaitu: 

a. PenelitianIPerpustakaan  

1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jalan 

LengkongIDalam No 17.IBandung.  

2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Jalan Dipatiukur 

No 35.IBandung.  

b. PenelitianILapangan 

1) DewanLPers, Jalan KebonLSirih No 32-34 DKILJakarta. 

2) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung , Jalan Cibeunying Permai 

V No 2, Cigadung, Kecamatan Cibeunying Kaler,  Kota Bandung, 

Jawa Barat 

3) Polrestabes Bandung Jl. Merdeka No.18-21, Babakan Ciamis, Kec. 

Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat  


